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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.  
Dia telah menciptakan manusia dari (sesuatu) yang melekat.  
 Bacalah !, dan Tuhanmu Yang Paling Pemurah,  
Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam.  
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”  
 (Q.S Al-‘Alaq 1-5) 
 
 
Jadilah diri sendiri serta Jadikan diri yang mandiri, rajin dan 
Inovatif, Kejarlah cita-citamu dan raihlah kesuksesanmu. 
 (Herrista Anggie) 



ii 

 

  



iii 

 



iv 

 



v 

 

RINGKASAN 

 

Herrista Anggie Wijono Putri, 2014,  Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemondokan Dalam Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah, Prof. Dr. 

Sjamsiar Sjamsuddin, Drs. Abdul Wachid, MAP, 189 Hal + xv 

 

 

Penelitian ini dilakukan atas dasar karena adanya perusahaan atau 

industri di Kota Malang yang membutuhkan  tenaga kerja yang banyak serta 

adanya universitas ataupun lembaga pendidikan  di Kota Malang yang cukup 

banyak diminati oleh pelajar sehingga mengakibatkan sebagian besar penduduk di 

Kota Malang  mendirikan sebuah usaha pemondokan (kos-kosan). Dengan 

melihat kondisi tersebut, Pemerintah daerah Kota Malang mengeluarkan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha 

pemondokan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan  

menganalisis implementasi dan Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 tentang 

penyelenggaraan usaha pemondokan terhadap terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah  

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan wawancara di, observasi dan dokumentasi. Melibatkan 

pegawai Badan Perizinan Terpadu Kota Malang, pegawai Dinas Pendapatan Kota 

Malang, Ketua RT atau RW, Penghuni pemondokan (Kos-kosan) mahasiswa dan 

mahasiswi dan pemilik pemondokan (Kos-kosan) . Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan Miles dan Huberman model interaktif, analisis fokus 

sebagai kelanjutan proses dari pengumpulan data dan kesimpulan pembuatan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah 

Kota Malang  Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemondokan belum bisa terlaksana dengan baik serta pajak yang dihasilkan masih 

sedikit. Hal ini dibuktikan adanya pemilik pemondokan (kos-kosan) yang hanya 

sedikit mengurus izin untuk usaha tersebut. Selain itu, pemilik pemondokan (kos-

kosan) juga tidak membayarkan pajak.  

Rekomendasi yang peneliti berikan berupa Sebaiknya mengadakan 

kerjasama antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang,  Dinas 

Pendapatan Kota Malang dan RT atau RW untuk bisa menjalankan peraturan 

usaha pemondokan agar bisa berjalan dengan baik, Seharusnya ada pengawasan 

yang ketat dari pihak RT maupun RW serta warga sekitar untuk bisa menjaga 

pemondokan (kos-kosan) terutama  pemondokan yang dititipkan agar bisa tertib 

dan tentram, Seharusnya ada peneguran dari pihak RT atau RW  untuk bisa 

memantau pemondokan (kos-kosan) yang belum mengurus ijin ataupun 

menambah kamar.  

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2006, 

Usaha Pemondokan, PAD 
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SUMMARY 

 

 

 

 

Herrista Anggie Wijono Putri, 2014, Implementation of Malang City 

Local Regulation No. 6 Year 2006 About Boarding House Exertion to Increase 

Local Revenue, Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Drs. Abdul Wachid, MAP, 189 

Hal + xv 

 

 

The research was conducted on the basis of due to the company or 

industry in Malang which requires a lot of labor as well as the universities or 

educational institutions in the city of Malang are pretty much in demand by 

students that lead to most of the population in Malang establishing a business 

boarding house . By looking at these conditions, the local government of Malang 

issued Local Regulation No. 6 year  2006 regarding business lodgings . The 

purpose of this study was to determine and analyze implementation constraints 

and what is happening in implementing the Malang City Local Regulation No. 6 

year 2006 regarding business lodgement to the improvement of Local Revenue. 

Research using qualitative methods . The data was collected using 

interview , observation and documentation . Involving employees of Integrated 

Licensing Agency Malang , Malang Revenue Service employee , Chairman of RT 

or RW , Occupants lodgings ( boarding house ) students and student lodgings and 

owner ( boarding house ) .  

Data analysis was performed using an interactive model of Miles and 

Huberman , analytical focus as a continuation of the process of data collection 

and inference –making The results of this study indicate that the implementation 

of Malang City Local Regulation No. 6 Year 2006 on the Implementation of 

Housing can not be done well and the resulting tax is still small. This is evidenced 

the presence of the owner of  boarding house  were just a little on the permits for 

the business . In addition , owners of boarding house  also do not pay taxes. 

Recommendation We recommend that researchers provide a hold of 

cooperation between the Integrated Licensing Service Agency Malang , Malang 

Revenue Service and the RT or RW to be able to run the boarding business rules 

in order to run properly , should be a strict supervision of the RT and RW as well 

as local residents for can keep boarding house  mainly deposited lodgement to be 

orderly and peaceful , there should accost of the RT or RW to be able to monitor 

boarding house  that have yet to permit or add rooms. 

Keywords: Implementation, Local Regulation No. 6 Year 2006, Housing 

Boarding, Increase Local Revenue 
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